- BUPATI BOALEMO .
PROVINSI GORONTALO ‘

PERATURAN BUPATI BOALEMO
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TENTANG

| ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOALEMO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI BOALEMO, \
‘bahwa dalam rangka perbaikan organlsaSI ketatalaksanaan '

" dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja dibutuhkan

uraian analisa jabatan pada setiap jabatan untuk

mewujudkan pegawai negeri 31p11 yang profesmnal berdaya

guna dan barhasil guna;

bahwa untuk menentukan formasi Jabatan, ‘p.eringkat

jabatan dan evaluasi jabatan perlu ‘dilakukanéAnaylisis Beban
Kerja; , ~ ,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagajmana dimaksud

“ldalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
ﬁBupati Boalemo tentang Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Boalemo; :
. {Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Boalemo | (Lembafan Negéra Republik Indonesia
‘Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Négara Republik
Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah di ubah dengan
Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2QOO tentang Perubahan
Atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3965); | |




Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesm Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara' |
Repubhk Indonesia Nomor 5234); : '

Undang Undang Nomar 5 Tahun 2014 tcntang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indone81a Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema,
Nomor 5494), - , =
U_ndang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 |
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a ‘
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa ka11 terakhir
,dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tent‘ang‘ |
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Négara Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31ak
Nomor 5679), , N o
Peraturan Pemerintah Nomor 18 WTahun, 2016 fentang 2
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indones1a Nomor 5887 ); . ,
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20 17 tentang
Manajemen PNS (Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Repubhkk’
Indones1a Nomar 6037); v
Peraturan Menten Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reforma31 Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman
Analisis Jabatan S

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan o
Refonna31 ‘Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
NQmenklatur Jabatan Pelaksana Bag1 Pegawai Negerl Slpll di
Llngkungan Instansi- Pemenntah (Berita Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2018 NQmQr 1273); v ' |
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubhk(
Indonesm Tahun 20 15 Nomor 2036) sebagalmana telah d1ubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri




_ 1.
',2.'

‘Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157); o TR e |
10. Peraturan Kepala Badan Kéf)egawaian Negara Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Norhor 5 Tahun 2016
b tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo 65);
~ 12. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
| Susunan QOrganisasi, Tugas, Fungsi, dan ’Tata Kerja Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo (Berita Daerah |
* Kabupaten Boalema Tahun 2016 Nomor 592). '

' MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG ANALISIS

: JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOALEMO

, | BAB 1 :
‘KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dala_m Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kabupaten Boalemo

fPemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas

: - otonom dan tuga's‘ pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai - unsur penyelenggara

‘pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom

Perangkat Daerah unsur pembantu Bupatl dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam peneyelenggaraan urusan pemenntahan yang menjadi
kewenangan daerah. ‘

Bupati adalah Bupat1 Boalemo

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo

Staf Ahli adalah unsur pembantuv Bupap yang melaksanakan tugas dan
fu.ngsi diluar tugas dén fungsik perangkatf daerah. ' |




10.

1L

- Pegawai " Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pégeiwa'i
N egerl Slpll di Llngkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo :

- Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggun.awab |
'kwewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi

, Negara

Jabatan P1mp1nan Tlnggl adalah sekelompok _]abatan tlnggl pada 1nstans1 ,

: pemerlntah

Jabatan Admmlstra31 terd1r1 atas Jabatan Administrator, Jabatan L

Pengawas, dan Jabatan Pelaksana

120

Jabatan Admlmstrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung Jawab wewenang dan hak searang Pegawa1 Negeri Sipil

* dalam rangka mem1mp1n pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik

13.

serta admlnlstras1 pemerintahan dan pembangunan.

vJabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang meri‘unjukkan‘ tugas,
~ tanggung jawabh, Wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam

| ~'rangka mengendahkan pelaksanaan kegiatan yang dllakukan oleh pejabat

14

15!

“pelaksana.

Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas 5
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam’
rangka melaksanakan kegiatan pelayanan pubhk serta adm1n1stras1
pemermtahan dan pembangunan.

Jabatan Fungsmnal adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

- tngas ‘berkaitan dengan pelayanan fungsmnal yang berdasarkan pada

keahhan ‘dan  keterampilan tertentu dan kenalkan pangkatnya

16

17

; secara sistematis untuk ‘memperaleh  informasi rnengcna1 tlngkat

18

diisyaratkan dengan angka kredit.

'Ana11s1s Jabatan adalah proses, metode dan tekmk untuk mendapatkan o

data jabatan yang diolah menjadl infarmasi jabatan;
Analls1s Beban Kerja adalah suatu teknik manajmen yang dllakukan ,

 efektivitas dan eﬁ81ens1 kexja berdasarkan volume kerja;
Jabatan Fungsxonal Tertentu adalah suatu kedudukan - yang

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang
pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu serta bersifat

o ~‘mand1r1 dan untuk kenalkan Jabatan dan pangkatnya dlsyaratkan dengan

19,
~ jabatan yang ada dan disusun dalam 1 (satu) kahmat. Ringkasan tugas

angka kredit.
Ringkasan Tugas Jabatan merupakan ikhtisar dari keseluruhan tugas




20, T
o Jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan Pemangku Jabatan

Jabatan dlrumuskan dari tugas yang palmg inti atau palmg esens1 dalam‘
Jabatan yang bersangkutan '

Rincian Tugas Jabatan adalah paparan atau bentangan atas semua tugas

o dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan

- perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tugas tertentu. Setiap

jabatan berisi sekelompok tugas yang berisi antara 5 (lima) sampai 12

i (dua belas) tugas dan setiap tugas d1ura1kan dengan jelas dalam rincian

21

23.
o , maupun hquzontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung ,

- 24,

tugas, gambaran tentang apa yang dlkeljakan, mengapa harus dlkerjakan,

dan baga1mana cara mengerjakannya.

Pangkat menunjukkan tingkat kedudukan seseorang Pega\’zvaiy Negeri Sipil

berdasarkan Jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian yang

- digunakan sebagai dasar penggajian.

| 22, Syarat jabatan adalah syarat yang harus d1penuh1 atau dimiliki oleh

seseqrang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan
kemampuan kerja yang dltunjukkan dengan keahhan atau keterampilan
kexja yang dudentlﬁkaﬂ dari pemilikan pengetahuan kcxja pendidikan,
pelatlhan pengalaman kelja dan kemampuan dari aspek psikologis dan
kekuatan ﬁ31k R ' ‘
Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang dlgambarkan secara vertikal

jawab Jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh
~ jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja. |
Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karaktensuk

: ; Jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, unit kex‘_]a, nngkasan tugas

- jabatan, hasil kerja, bahan kerja, perangkat/ alat kerja, tanggung jawab,

wewenang, rincian tugas, ‘nama jabatan dibawahnya, karelasi jabatan,

kcadaan tempat kerja, prestasi kerja, upaya fisik, resiko bahaya, dan

. syarat jabatan.

o |

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN
|  Pasal 2 |
analisis jabatan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan

prcgfam pembinaan /penataan ‘kelembagaan, kepegawaian,

ketatalaksanaan serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan

~ aparamur.




(2) ana1131s Jabatan dlgunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebljakan
program dan keglatan serta pedoman pelaksanaan tugas bagl setlap |
pemangku Jabatan sesuai lingkup tugas dan fungsmya

BAB III
RUANG LINGKUP
,Ruang 11ngkup pengaturan dalam Peraturan Bupat1 ini adalah :
"a,." analisis Jabatan '
b  analisis beban kerja; ‘
kegunaan anahms jabatan dan analisis beban kexja, :

& kewenangan dan

fmomtonng, Evaluas1 dan Pcngendahan

BABIV
ANALISIS JABATAN
; Pasal 4 '
'ff ’(31)k fAna1131s Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh 1nformas1
| : _]abatan secara lebih tepat dan akurat.

E ) Anahsm Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlsusun sebaga17
o ‘dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas
‘Kelautan dan Perikanan dalam kepentingan kelembagaan kepegawalan, :

s ‘ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntablhtas

| ~ BABV
ANALISIS BEBAN KERJA

| i o Pasal § | | | | |

(1) ’ Analisis kBeban Kei‘jé disusun sebagai dasar untuk mékmperolehn jumlah

' _pegawal yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi
- kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organlsas1 Dinas

i L Kelautan dan Perikanan. SRR ‘ , S
i (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagalmana dimaksud pada ayat (1) sebaga1
e dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang dlperlukan oleh Dmasr‘ 80

. Kelautan dan Penkanan dalam pelaksanaan tugas dan fung31 orgamsas1 ~

= sesua1 beban kerJa




(1)

BAB Vi
KEGUNAAN
. | ~ Pasal6
Anahs1s Jabatan dan Anahs1s Beban Kerja d1pergunakan untuk :
a. Perencanaan kebutuhan PNS;
. Rekrultmen calon PNS
Penempatan PNS
. Pengendahan PNS
. ‘Pendldlkan dan pelatlhan PNS;
Pengembangan PNS; dan
. Kesejahteraan PNS.

Kegunaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya |

[T N« S < TS o] o

~ dilakukan oleh :

a. D1nas Kelautan dan Perikanan;

R

e e
.

=]

= R T TR o p‘"‘m

e | b. Badan Kepegawalan Daerah, Pendidikan dan Pelatlhan,

 c ‘Bagian Hukum dan Orgnlsa31

, : ~ Pasal 7 : o
‘Anah31s Jabatan dan ‘Analisis Beban KerJa dllakukan terhadap Jabatan
'plmplnan t1ngg1, Jabatan administrasi dan Jabatan fungsmnal pada Dinas |
Kelautan dan Penkanan ‘

Anall81s Jabatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) diolah manadl

' ‘1nforma81 jabatan, meliputi :

. Nama Jabatan, |

| Kode Jabatan

'Umt Qrganlsas1, |
Kedudukan dalam struktur organ1sas1, |
‘Ikhtisar _]abatan,

Uraian tugas;

‘Bahan kerja;

Perangkat/alat kérja; |
. Hasil kerja; -

. Tanggung Jawab

Wewenang,

Korelasi Jabatan

‘m. Kondlsl llngkungan kcrj]a

. Resiko bahaya;
0. Syarat jabatan;




p. Préstasi yang dihérépkén; dan
q. Butlr 1nforma31 lam e , ; ;,
(3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawa1 yang ‘
i ‘dlbutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan
T Perikanan sesuai dengan beban kerja _]abatan
(4) Hasil penyusunan Ana11s1$ Jabatan dan Analisis Beban Kelja Dinas
o Kelautan dan Penkanan sebagalmana tercantum dalam Lampiran I dan
Lamplran II Peraturan Bupati ini.
: 1(5) }Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagalmana ‘
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dlnas setelah.
 mendapat validasi dari Bégian Hukum dan Organisasi Dinas Kelautan dan

Périkénan Kabupaten Boalemo.

BAB VII |
KEWENANGAN
| ; Pasal8
| (1) Analisié Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Dinas
~ Kelautan dan Perikanan dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum
g ‘dan Organisasi. | |

| (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Anahms Beban Kerja sebagalmana ~

o dimaksud pada ayat (1) dapat meng1kutsertakan Organ1sas1 Perangkat
Daerah terkait dan / atau pihak lain. ‘

| ~ BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
| | ~ Pasal 9 | :
- (1) Bagiayn_ Hukum dan Organisasi__ melaksanakan monitoring terhadap
- ‘pémanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
pada Dinas Kelautan dan Perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu
- sesuai kebutuhan. | L ; , ,
| (2) Evaluasi dan pegendalian kebijakan/ pengaturan analisis jabatan dan -
 analisis beban kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan
e penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan
| ,dllaksanakan oleh Badan Kepegawman Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
“dan Bagian Hukum dan Orgamsa31

, (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendahan sebagalmana dimaksud pada ayat

(2), Bagian Hukum dan Organisasi dapat berkoordinasi dengan Organisasi
Perangkat Daerah terkait. :




@ Anggaran peléksaﬁéan mdni’téring, evaluasi dan pengendaliéh éebaigaimané.
dlmaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran
: gPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan ﬁ
Anggaran (DPA) Baglan Hukum dan Organ1sa31 D1nas Kelautan dan |

& * Perikanan Kabupaten Boalemo.

. BABIX
KETENTUAN PENUTUP
| Pasal 10
: Peraturan Bupat1 ini mu1a1 berlaku pada tanggal d1undangkan ,
. 'Agar setiap  orang mengetahumya,i memerintahkan pengundangan‘

' Peraturan Bupati - ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

 Kabupaten Boalemo.
D1tetapkan di Tllamuta
) DARWIS MORIDU
" Diundangkan di Tilamuta
pada' tanggal 2l Jun/ 2019

KABUPATEN BOALEMOQ,

KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR )




5%@5 mm?ecgzmcw>aHmo>rwzo “ ,i-,,_,
\ 'NOMOR : €€  TAHUN2019 PRaTEt Y S e e S e i i .
TANGGAL :' 21 JuMl 2019 |
TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN >z>:ma wmw>z wmw%, w>o> Ez>m mmr>c§z c>z _umax»z%
E,wcwﬁmz wo?mzo | , R e

Ubu.:ﬂbmﬂ Emmﬂ ggumnm JABATAN DAN >z.>b~wmm BEBAN NHW.EP
- PADA DINAS Nﬂﬁbﬂﬂbz DAN wﬂagbz EdmﬁﬁﬁZ Nogmgo

[ [ i Bendahara

1 i ‘ , PEGAWAI | KEBUTUHAN |KELEBIHAN/K
NO. |- o EE» JABATAN EXISTING | IDEAL | EKURANGAN
1 o o 2 : , ; : 3 4 5
~|SEKRETARIS DAERAH T : v o , : e
1.  Kepala Umnmm, 1 1 0
1.1 Sekretaris =~ , e | 1 1 -0
1.2 Kepala Sub Bagian HumbuﬁmSSmb Program dan Wmvommémumb , 1 2 -1
a. Pengadministrasi Perencanaan dan Program : 1 1. 0
b. Penyusun Program Anggaran dan Huononmb 1 2 -1
‘¢c. Pengadministrasi Kepegawaian 2 2 0
: ~ d. Pengadministrasi Persuratan 1 1 0
1.3 Kepala Sub Bagian Umum dan chmnmmb ; 1 2 -1
© . a. Pengadministrasi Umum , 1 1 0
b. Pengelola Huomemmmﬁmb wmwmbm Milik Um.mumw 1 1 0
c. Pengemudi 1 2 -1
d. Petugas Keamanan 2 2 -0
~e. Pramu Kebersihan 1 2 -1
f. Pengadministrasi Penerimaan 1 1 -0
g, Pengadministrasi Keuangan 1 1 0
 h. Pengelah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan - 1 2 -1
, : 1 1




2.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap

1 1 -0
2.1 Kepala Seksi Kenelayanan 1 1 0
a. Analis Kenelayanan 1 1 0
| 2.2 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan emhmwmv 1 1 -0
: a. Analis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Humsmbmwmﬁ mes 1 1 0
2.3 Kepala Seksi Usaha Perikanan Tangkap : , 1 1 -0
: a. Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha 1 1 0
3. Kepala Bidang Perikanan Budidaya o 1 1 0
3.1 Kepala Seksi Perbenihan 1 1 0
, . a. Analis Benih _ 1 1 0
- | 3.2 Kepala Seksi Usaha wc&am%m _umﬁwgmb 1 1 0
o a. Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha 1 1 0
3.3 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan wﬁm&m%m 1 1 0
-a. Analisi Budidaya Perikanan 1 1 -0
4, Kepala Bidang Bina Mutu 1 1 0
4.1 Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perikanan : 1 1 0
~a. Pengelola Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Humammmﬁmb 1 1 -0
4.2 Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perikanan 1 1 0
4.3 Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi 1 1 0
JUMLAH - 38 44 -6
£ BUPATI B %




' LAMPIRANT : PERATURAN BUPATI BOALEMO
| ~ NOMOR :  TAHUN2019
TANGGAL : = 2019 ‘

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PADA DINAS KELAUTAN ~ DAN
~ PERIKANAN KABUPATEN BOALEMO “

DOKUMEN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DINAS»
| KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOALEMO




